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Pengaturan mengenai tunjangan pensiun bagi anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan bagian dari kebijakan hak
keuangan pejabat negara yang memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan
Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara. Secara yuridis, tunjangan pensiun
DPR RI dilekatkan pada jabatan sebagai pejabat negara dan diberikan setelah masa
jabatan berakhir tanpa dikaitkan dengan sistem kepegawaian berbasis Kkarier
maupun mekanisme iuran. Pengaturan tersebut menimbulkan perdebatan di tengah
masyarakat, khususnya terkait aspek keadilan, proporsionalitas, dan kesesuaiannya
dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang berorientasi pada kepentingan
umum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana konstruksi
yuridis pengaturan tunjangan pensiun bagi anggota DPR RI berdasarkan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1980, dan apakah pengaturan tersebut telah

mencerminkan prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan negara? (2)

Bagaimana fikih siyasah menilai legitimasi kebijakan tunjangan pensiun

DPR RI yang bersifat jangka panjang dalam perspektif amanah dan kemaslahatan

umum? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yuridis tunjangan

pensiun DPR RI periode 2024-2029 serta menilai kebijakan tersebut dari perspektif
keadilan dan fikih siyasah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif
dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Bahan hukum
yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-
undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan karya
ilmiah terkait, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Analisis data
dilakukan secara kualitatif dengan cara menelaah norma hukum dan nilai-nilai etika
yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) berdasarkan analisis yuridis,
pemberian hak pensiun kepada anggota DPR RI memiliki dasar hukum positif yang
jelas dan sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980,
dengan karakter hak pensiun yang dibangun berdasarkan pendekatan jabatan
(office-based approach), bukan pendekatan karier. Namun demikian, dari
perspektif keadilan hukum, khususnya keadilan distributif, keadilan sosial
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Pancasila, dan teori keadilan Gustav Radbruch, pengaturan pensiun seumur hidup
tanpa mempertimbangkan durasi masa jabatan dan kontribusi jangka panjang
berpotensi menimbulkan ketimpangan serta ketegangan antara asas legalitas dan
keadilan substantif; (2) dalam perspektif fikih siyasah, kebijakan tunjangan pensiun
DPR RI dipahami dalam kerangka etika publik dan tanggung jawab moral
penyelenggara kekuasaan, yang menekankan nilai amanah, keadilan (‘adl), dan
kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah). Oleh karena itu, meskipun kebijakan
tersebut memiliki legitimasi hukum positif, fikih siyasah memandang perlunya
kehati-hatian, proporsionalitas, dan orientasi pada kepentingan umum agar
pengelolaan harta publik tidak menimbulkan ketimpangan sosial dan penurunan
kepercayaan publik.
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The regulation of pension benefits for members of the House of
Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) constitutes part of the
financial entitlements of state officials, which are legally grounded in Law Number
12 of 1980 concerning the Financial/Administrative Rights of Leaders and
Members of Supreme/High State Institutions. Juridically, pension benefits for
members of the DPR RI are attached to their position as state officials and are
granted after the completion of their term of office, without being linked to a career-
based civil service system or contribution mechanism. This regulation has
generated public debate, particularly with regard to issues of justice,
proportionality, and its conformity with the principles of state financial
management oriented toward the public interest.

The research problems examined in this study are: (1) how the juridical
construction of the regulation on pension benefits for members of the DPR RI is
structured under Law Number 12 of 1980, and whether such regulation reflects the
principle of justice in the management of state finances; and (2) how figh siyasah
assesses the legitimacy of the long-term pension benefit policy for members of the
DPR RI from the perspectives of trust (amanah) and public welfare (maslahah
‘ammabh). This study aims to analyze the juridical construction of pension benefits
for members of the DPR RI for the 2024-2029 period and to evaluate the policy
from the perspectives of justice and figh siyasah.

This research employs a normative juridical research method using
statutory, conceptual, and philosophical approaches. The legal materials consist of
primary legal materials in the form of statutory regulations, secondary legal
materials including legal literature, scientific journals, and related scholarly
works, as well as tertiary legal materials as supporting references. Data analysis
is conducted qualitatively through an examination of legal norms and relevant
ethical values.

The results of the study indicate that: (1) based on juridical analysis, the
granting of pension benefits to members of the DPR RI has a clear and valid basis
in positive law, as stipulated in Law Number 12 of 1980, with the pension scheme
being constructed on an office-based approach rather than a career-based
approach. However, from the perspective of legal justice particularly distributive
justice, Pancasila social justice, and Gustav Radbruch’s theory of justice the
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provision of lifelong pension benefits without consideration of the length of service
and long-term contribution has the potential to create inequality and tension
between the principle of legality and substantive justice; (2) from the perspective
of figh siyasah, the policy on pension benefits for members of the DPR RI is
understood within the framework of public ethics and the moral responsibility of
holders of power, emphasizing the values of trust (amanah), justice (‘adl), and
public welfare (maslahah ‘ammah). Therefore, although the policy possesses
positive legal legitimacy, figh siyasah underscores the necessity of prudence,
proportionality, and an orientation toward the public interest to ensure that the
management of public funds does not result in social inequality or a decline in
public trust.
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